
a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian penggunaan 
anggaran belanja keperluan mendesak sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 24 ' 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang pemberian tunjangan 
hari raya dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, 1 

pensiunan, penerima pension dan penerima tunjangan tahun 
2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 900/2069/SJ tentang Pemberian Tunjangan 
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran I 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, sehingga 
dilakukan pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam butir I.E.23 Lampiran 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022, Program, 
kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang 
sudah jelas peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Darurat yang 
diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan 
yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau 
belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: a. 
menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan 
Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 
2022; atau b. ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah 

11 yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud I 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan I 
Peraturan Wali Kota Baubau tentang Perubahan Kedua atas I 
Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 82 Tahun 2021 tentang I 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Baubau Tahun Anggaran 2022. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN WAL! KOTA BAUBAU 
NOMOR: 49 TAHUN 2022 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WAL! KOTA BAUBAU NOMOR 82 TAHUN 

2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WAL! KOTA BAUBAU, 

WALi KOTA BAUBAU 
PROVINSISULAWESITENGGARA 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); sebagaimana .telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4120); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang -Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 
menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang I 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan : 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona · 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 
menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian I 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan , 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran I 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan , 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
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Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5533); sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan .. Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 
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2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwald.lan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara ' 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

26. Peraturan Daerah Kata Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 3); 

27. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang 
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota 
Baubau Tahun 2013 Nomor 11); 

28. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau 
(Lembaran Daerah Kata Baubau Tahun 2016 Nomor S); 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau 
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2); 

29. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 
Nomor 5). 



(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi 
anggaran akibat: 
a. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak yang 

belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD Tahun 
Anggaran 2022 sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali 
Kata Baubau Nomor 24 Tahun 2021 tentang tata cara pergeseran 
APBD: 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 
tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada 
aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima 
tunjangan tahun 2022 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 900/2069/SJ tentang Pemberian tunjangan 
hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022; 

c. kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- 
undangan. 

(2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a mencakup: 

a) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang 
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b) belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 
c) pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 
perundang-undangan;dan/atau 

d) keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau 
masyarakat. 

(3) Pendanaan ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam tahun 
anggaran berjalan dapat menggunakan: 
a. menggunakan dana dari hasil penyesuaian ulang capaian target kinerja 

program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan; 
dan/atau 

b. memanfaatkan anggaran kas yang tersedia. 
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Pasal l 

1. Ketentuan Pasal l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wall Kota Baubau Nomor 82 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2022, diubah sebagai berikut: 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALI KOTA BAUBAU NOMOR 82 TAHUN 2021 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 
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4. Ketentuan Lampiran II, diubah · sehingga Lampiran II berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan W ali Kota ini. 

3. Ketentuan Lampiran I, diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan W ali Kata ini; 

0,00 

191. 706.897.070,00 

20.558.495.415,00 

1.045.526. 903.414,00 
(191. 706.897.070,00) 

304. 723.683.345,00 

14.548.000. 000 ,00 
27.109.608.721,00 
49.888.381.370,00 

206.391.931.654,00 
6. 785. 761.600 ,00 

720.244. 724.654,00 

471.877 .069.847,00 
232.286.680.536,00 

8.203.610.646,00 
0,00 

7.777.373.625,00 
99.990.000,00 

0,00 

853.820.006.344,00 

135.083.861.896,00 
718.736.144.448,00 

Pembiayaan Netto Rp. 
Pembiayaan Anggaran 

Rp. 
Sisa Lebih 
Tahun Berkenaan: 

Rp. 240.206.897.070,00 
Rp. 48.500.000.000,00 

a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

3. Pembiayaan 

c. Belanja Tidak Terduga Rp. 

Jumlah Belanja Rp. 
Surplus I (Defisit) Rp. 

Jumlah Belanja Modal Rp. 

b. Belanja Modal 
1) Belanja Tanah Rp. 
2) Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 
3) Belanja Bangunan Dan Gedung Rp. 
4) Belanja Jalan, Jaringan dan . 

lrigasi Rp. 
5) Belanja Aset Lainnya Rp. 

Jumlah Belanja Operasi Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

2. Belanja 
a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai 
2} Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Bunga 
4} Belanja Subsidi 
5) Belanja Hibah 
6) Belanja Bantuan Sosial 
7) Belanja Bantuan Keuangan 

Jumlah Pendapatan Rp. 

Rp. 
Rp. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai 
berikut: 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 

Pasal l A . 

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu} Pasal baru yaitu Pasal 1 A, ' 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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'5, ~PJlO.~t-l(beARA!i 
yQi)yv 

BERITA ERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR . \,\9 

KOTA BAUBAU, 

PARAF KOOf~DiNAS! _,:l1 
NO. JNSTANSU UNIT KERJA ~--;_-·i . - .1. ~ ·- 2. ~-~I 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, z Mei 2022 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, ..2~ Mei 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
W ali Kata ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Peraturan W ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

I I • 


